PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 20 TAHUN 1960 (20/ 1960)

TENTANG
KEWENANGAN PERI JI NAN YANG DI BERI KAN
MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI  SENJATA API

Presi den Republik I ndonesia,

Meni nbang:

a. bahwa beberapa ketentuan dalam perundang-undangan nengenai
senjata api tidak sesuai |agi dengan susunan ket ata-negaraan
sekar ang;

b. bahwa selama belum dapat dikeluarkan secara kesel uruhan
per undang- undangan baru nengenai senjata api yang nmengganti kan
per undang- undangan yang sekarang berl aku, perlu untuk

senentara nengadakan perubahan nengenai kewenangan perijinan
yang diberikan menurut perundang-undangan nengenai senjata

api ;

C. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. Vuurwapenregelingen A (in-, uit., doorvoer en lossing) dan B

(bezit-, handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 19 Maret
1937 (Staatsblad 1937 No. 170), sebagaimana diubah dan
di tanbah terakhir dengan Odonnantie tanggal 30 Mei 1939
(St aat sbl ad 1939 No. 278);

2. Vuur wapen- ui t veori ngsvoor schriften (invoer, uitvoer, doorvoer
en lossing, bezit-, handel en vervoer) 1939, Odonnantie
tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 279);

3. Undang- undang Republik |ndonesia (dahulu) No. 8 tahun 1948
(Berita-Negara 1948 No. 17) tentang pendaftaran dan penberi an
ijin pemakai an senjata api;

4. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar; .

5. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;

Mendengar

Menteri Keamanan Nasional, Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan
Kepal a Staf Penguasa Perang Tertinggi;
MEMUTUSKAN
Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang kewenangan

perijinan yang diberikan nenurut perundang-undangan nengena
senj ata api.



Pasal 1.

Kewenangan unt uk nengel uar kan dan/ at au nenol ak sesuat u per nohonan
perijinan menurut Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en

| ossing) dan B (bezit-, handel en vervoer) 1939, Odonnantie
tanggal 19 Maret 1937 (Staatsblad 1937 No. 170), sebagai nana

di ubah dan di tanbah terakhir dengan O donnantie tanggal 30 Mei
1939 (Staatsblad 1939 No. 278) dan Vuurwapenuitvoerings-
voorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en |ossing, bezit-,
handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939
(Staatsblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepal a
Kepol i si an Negara atau pej abat yang di kuasakan ol ehnya untuk itu,
kecual i nmengenai perijinan untuk kepentingan (di nas) Angkatan
Perang, yang diurus ol eh masi ng-nmasi ng Departenen Angkatan Perang
sendiri.

Pasal 2.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 1960.

Pej abat Presi den
Republ i k 1 ndonesi a.

ttd
DJ UANDA.

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 1960.

Ment eri  Kehaki man,

ttd
SAHARDJ O,
PENJ ELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVOR 20 TAHUN 1960
TENTANG
KEVWENANGAN PERI JI NAN YANG DI BERI KAN MENURUT
PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI SENJATA API

uMuM

Ket ent uan tentang pej abat - pej abat yang di beri kan wewenang



di bi dang perijinan atau penol akan pernohonan perijinan ol eh
per undang- undangan nengenai senjata api adal ah tidak sesuai | agi
dengan susunan ket at a- negaraan sekarang ini.

Unt uk nengadakan perundang-undangan baru nengenai senjata api
menghendaki waktu yang agak | ama, sehingga ol eh karena itu

Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini hanya
semat a- mat a unt uk nmengubah beberapa ket entuan yang ti dak sesuai
| agi .

Ber hubung dengan keadaan yang nemaksa hal ini diatur dengan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang- undang.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Cukup j el as.

Ket entuan perijinan nengenai senjata api, obat peledak, nesiu dan
| ai n sebagai nya unt uk kepentingan (di nas) Angkatan Perang
hendaknya di atur dal am | i ngkungan Angkat an Perang sendiri

Adapun yang di perunt ukkan bagi pribadi anggota Angkat an Perang
tetap termasuk bi dang kewenangan perijinan seperti untuk unmum
di  uar Angkat an Perang, ialah di bawah Menteri/Kepal a Kepoli si an
Negar a.

Pasal 2.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber: LN 1960/ 62; TLN NO 1994



